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NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPIN,

11 : melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor i2 Tahun 2008 tentang Peruhahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan
Rancangan Peraturan Daeran temang nugg,éuan Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
untuk memperoleh persetujuan bersama, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Beianja Dacrdii
Tahun Anggaran 2013;

1. Undang-Undang Nomor & Tahun 1565 icntang Pembentukan
Daerah Tingkat ii Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (l.embaran Negara Republik Indone31a Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indoiicsia
Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 icntang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 'I‘ahun 1985

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Noiiior
12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunai (Lcimbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Koiusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tamhshan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851});

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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5. Undang-Undang Noinor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Necgara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerash (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kal terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambzhan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844}

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemeriritah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438};
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. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234); ’

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomeor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah (Lembaraii Negara Republik indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576} sebagaimana telah diubah dengan
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lcmba_ran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negdra Republik Indonesia ’I‘ahun 2005 Nomor 165,
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Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
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Urusann Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
rirmtohan (T nmbﬂra-’] ﬁena}'a “Vp bf}l{ Trndnrnacia

Domea
ATCdliva uditdadini (we (v &+~ 81 AAAATIAT TR
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Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

v Decsiiiran Pemerintiah Nomor 2 Tabhii V10 Hiboh
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebariuasan Peraturan Perundang-
undangan,

Peratuiran Menter:i Dalam Npcrerl Ncomeor 12 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keu_a_ngem Daerah sebagaimana telah
dlubah beberapa kah, terakh1r dengan Peraturan Menten Dalam
Peraturan Mecnteri Dalain 1\6g6ri Nomor 13 Tahiun 2006 tem.a_ug
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 'I‘ah 2011 tentang
Y. Lo ).io DUGREE. iy, (8 L i Ty, s ANlamaan IDame:le321-
r llucllLudeLl rioaunx nunuxu Ud.Ci'd.ll \L) a I‘Cs la NLvpuulin
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
dan
BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 790.626.631.964,00
2. Belanja Daerah Rp. 882.304.071.579,00

Surplus / (Defisit) (Rp. 91.677.439.615,00)

Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Rp. 123.177.439.615,00
b. Pengeluaran Rp. 31.500.000.000,00
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Pembiayaan Netto Rp. 91.677.439.615,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun
berkenaan : Rp. 0,00

Pasal 2
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(i) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari .
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 28.164.173.257,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 580.694.550.255,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah
Rp.181.767.908.452,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
haraf a terdirni dari jenis pendapatan

Pendapatan Pzjak Daerah sejumlah Rp.5.212.500.000,00

Pendapatan Pajak umlah | 12. 000,00
Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp.3.132.144.332,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daeran yang Dipisahkan sejumiah
Rp. 3.280.000.000,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah

Rp. 16.539.528.925,00
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Dana Perimbangan sebagaimansa dimaksud pada ayat {1) huraf b
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah

Rp. 160.330.58%9.255,00
b. Dana Alokasi Umum scjumlah Rp. 383.383.3C1.0CC,CC

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 36.980.660.000,00



(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c terdin dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya sejumlah Rp. 90.327.908.452,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
Rp.39.740.000.000,00
c. Bantuan Keuangan dari Provinri atau Pemerintah Daerah
Lainnya sejumlah Rp.1.700.000.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga sejurnian Rp. 50.G00G.06G.6G0,00

Q.

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dan:
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 375.608.933.059,00
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 506.695.138.520,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja :

Belanja Pegawai sejumlah Rp. 333.876.398.759,00

Belanja Hibah sejumlah Rp.8.949.518.000,00

Belanja Bantuan Sosial sejumliah Rp. 3.291.510.000,00

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa sejumlah Rp. 834.464.433,00

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

dan Pemerintahan Desa sejumiah Rp. 406.741.500,00

f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 2.000.000.000,00

g. Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp. 24.957.749.150,00

h. Belanja Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sejumlah
Rp.417.232.217,00

i. Relania Up_a__h Punont PRR gehesar Rp. R75.31Q.000 .00
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{3) Beianja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (i} huruf b
terdin dari jenis belamnja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 23.096.989.625,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.168.866.684.431,00
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 314.731.464.464,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari :
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp.123.177.439.615,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Dacrah sejumlah Rp. 31.500.000.000,00
(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurut a terdiri dari pembiayaan:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
(SiLPA) sejumlah Rp. 120.577.439.615,00
b. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 2.000.000.000,00
c. Penernmaan Pembiayaan Atas Investasi/Penyertaan Modal
sejumlah Rp. 600.000.000,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :



a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah
Rp. 29.500.000.000, OO

L. Pemberian P1n19°n9n Dga

asa

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
vang merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

ini,
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terdiri dari :

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran Vil

Lampiran VIII

Lampiran 1X
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1. Lampiran XI

Lampiran XII
Lampiran XIII

Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah dan Organisasi;
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Pendapatan,

Pemerinta
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Belanja dan

PinAian
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APRD
Daerah, Organisasi,
Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
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Luslatuxx,

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan
Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per
Jabatan;

Daitar Piutang Dacral,
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
Daitar Perkiraan Penambahan
Aset Tetap Daerah;

dan Pengurangan

Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya vang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini;

Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2013 diatur
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pasa al 31 Desember 2012
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Diundangkan di Rantau
pada taneeal 31 Desember 2012

S DAERAH KABUPATEN TAPIN,
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2012 NOMOR 24



